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NOMOR: 32 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34

tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pAD) sebagai wujud

Cari pelaksanaan otonomi daerah fang nldta dan bertanggung

jawab, maka perlu penetapan Retribusi Rumah Potong Hewan; 
$.

bahwa untuk melaksanakan maksud pada hLrruf a diatas perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 08 tahun 1981 1'entang flukum Acara

Pidana (Lembaran Negara llepublik Inclonesia 'tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negiara Nonror 3209) ;

Undanq * undang Nomor 34 -fahun 
?-000 tentang pajak Daerah dan

tletribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 2.16, J"ambahan Lembaran Negara Nonior a0aS);

l"Jndanq-undancl Nomor 0l l'ahun 2003 t€tntanll pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Katiupaten Selunra, dan Kabupaten Kaur di

Propinsi f3engkulu (Lcmbaran Negara Republik Indonesi;r Tahun

2003 Nomor ,l-), 1'arnrbahan Lenrbaran Ncc,;ara Nomor a266) ;

llndanr.;-unclanq Nornor 10 I;"rlrun .l00il tentanq Pembentukan

Pr)raturan Perundanq - undangan {l.r:mbaran Negai-a Republik

indonesi;,r l-ahun 2004 Nomor li-3, -lanrbahan t.embaran Negara

Nomor 4389);
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5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa37);

6. undang-undang Nomor 3i rahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan

undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19Bl Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentanq Retribusi

Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten lulukomuko Nomor 05 Tahun 2005

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Mukomuko. $.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN R.AKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI T"IUKOMUKO

MEMUTUSKAH :

Menetapkan : PERATIjR.AN DAERAH KABUPATEN MUKoMuKo TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTOHG HEWAN.
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BAB g

KETENTUAN UFIUM

Fasal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud denqan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuparten Mukomuko.

c. Bupati adalah Bupati MukomLrko.

d. Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pi:rwakilan Rakyat Daerah

Kabupaterr Mukomuko

e. Dinas Pertanian,Kelautan dan Perikanan acjalah Dirras Pertarnian,Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Mukomuko

f . Pejabat adalah Pegawai yang diberi lugas teftentu dibidanq Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan Perundangan-undangan Daerah yang berlaku.

g' RPH adalah Rumah tempat Pemotongan Hewan yang disediakan oleh pemerintah

melalui Dinas Pertanian, Kelautan Dan perikanan Kabupaten Mukomuko.

h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,*,

koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, ciana pensiun, bentuk

usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang cJisecliakan oleh pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komer:;ial kclf€r-la pacia dasar-nya cjapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

j. Wajib Retribusi adalah orang pribadr atau baclan yanll nrenurut peraturan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disngkat SPDORD

adalah surat yangl digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi

sebagai dasar penghitungan dan penrbayaran rctribusi yanq terutang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

l. Surat keleranqan rr:'tribusi d;rerah, yancl :;c-.lanjutnya clap;rt riisinqkat SKRD, acjalah

sLlrat keputusan yanq mcnentuk;rn besarnya jr-rrniah retribusi yang tcrutarrc;.

rI1. Surat Tagihan Relribusi Daerah, y;rnq sclarrjutny.r clapilt. c1i:;rnc;kat 5ifrfi.D aclalah surat

untuk Jrenac;ihan rc:iribuli rian at;ru:;.rnkgi adrninistr;,itr bi:rLrp.-i buncl.r il;ln atau

cJcndii.
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n. Penyidikan llndak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yanq dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terasangkanya.

Ternak adalah hewan piaraan yanE kehidupannya yakni mengenai tempat
perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta

dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi

kepentingan hidup manusia.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya clapat clisingkat SKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat

disingkat SKRDKBT adalatr surat keputusan retribusi yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, selanjutnya elisingkat SKRDT-B adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau saksi administrasi

berupa bunga dan atau denda,

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD i.
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh

wajib retribusi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nanra RetribLrsi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas kegiatan

penyelenggaraan potongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan.

obyek Retribusi adalah penyelenggaraan pemotongan hewan, bea pemeriksaan

hewan dan kesehatan hewan dengan jenis sebagai berikut :

a. Sapi;

b. Kerbau;

c. Kambinq;

d. Domba;

e. Kuda;

f. Babi

q.

p.

t.

(t)

(2)
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(3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

a. Pemotongan ternak/ hewan untuk kurban

b. Kegiatan sosial lainnyu

(4) Subyek atau Wajib Retribusi adalah orang pribacli/ badan yang memotong hewan
memeriksakan hewan dan yang menggunakan rumah potong hewan dalam wilayah
Kabupaten Mukomuko.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi rumah potong hewan yang meliputi kegiatan tempat memotong hewan, bea
pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan cligolonqkan sebagai retribusi jasa usaha
tertentu.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

i,
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan retribusi adalah berdasarkan nilai jualjenis hewan yang dipotong,

volume hasil penreriksaarr lrewan atau ternak yang lulus uji kesehatan clan volume

hasil pemotongan;

(2) Nilai jual, volume hasil pemeriksaan tl.rn volume hasil pemotongan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing; jenis hewan yanq dipotonq ditetapkan i
secara priodik clleh Bupati sesuai dengan standar harga yanq berlaku dilokasi

setempat;

(3) Nil.ri jual, volume hasil perneriksaarr ciarr volunre lr;rsil pemt.:riksaain sebagaimana

dimaksud pada ayar (2) ditetapkan olt:h inst,rnsi yanq berwcnanry.

P;rs:rl S

Besarnya tarif Retribrrsi cliletapkitn sebes;r ) ,'/,, I rluit pi:rsern )

PFRDA Kab. ftlukomuko T,thun zOOs



(1)

(2)

BAS V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PENGHITUNGAN RETRIBUSI
t

Pasal 6

Retribusi terhitung dipungut dirumah potong hewan, tempat pemeriksaan hewan
dan tempat pemotongan hewan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mukomuko;

l3esarnya tarif retribusi rumah potong htlwan, tempat pcmerik*un hewan dan
tempat pemotongan hewan yanq terutarrq clihitunq clenqarr cafil mengalikan tarif
retribusi dengan volume hasil.

BA8 VI

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil pemotongan hewan,*.
pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan.

Pasal I
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif relribusi hewan
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh hewan/ternak yang sehat dan bermutu,
daging yanq sehat dan bermutu, serta untuk memperoleh claginq cian hasil ikutannya
yang sehat cian bernrutu yang ditancjai denclan g:ngeluaran surat Retribusi.

Pasal 9
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan saruan jenis ternak yanq akan dipotong

perltari, satuan jenis pemeriksaan hewan dan satuan jenis liasil pemeriksaan hewan.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jernis hew;rn atau ternak diwilayah daerah atau

sekitarnya

(3) Stnrktur clan ljesi:rnyir lirril drtt-.tapkan sertraqai bc:rikrrt:
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a. Retribusi Rumah Potonq Hewan.

Pemakaian lenis Ternak
T.

Pemakaian

kandang

Sapi/kerbau

Babi
Kambing/Domba

- Sapi/kerbau

- Babi
- Kambing/Domba

- *il76ib;u
- BabI
9 Kambing/Domba

Tarit (Rp)

Itboo

500

500

Keterangan

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

15.000

5.000

5.000

25oo

2000

1500

sooo

b. Retribusi 8ea Pemeriksaan (Keurloon) di Rumah potong Hewan.

Biaya Retribusi Per ekor

Rp 2.500,-

ftp 1.500,-r\H f .Jvv/

Rp 2J00,-

c. Retribusi Kesehatan Hewan/Ternak

Jenis Hewan/ Ternak Biaya Retribusi Per ekor
Sapi/ Kerbau/ Kuda

Kambing/ Domba / Babi

Unggas

+r

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per ekor,Per hari

Per Km
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BA,B VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1O

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB VIII

PE NDAfTARAN, PE N ETAPAN, TATA CARA PEM U NG UTIIN

DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 1tr-

!1) Wajib retribusiwajib mengisi SpDORD.

(2) SFDORD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus diisi cleng.rn jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian spDoRD sebaglarmana

dimaksucl pada ayat (1) ditetapkan lebih laniut <lengan pcraturan Bupati. *,

Pasal L2

1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksucj cJalam pasal 12 (1) ditetapkan retribusl

terhitung dengan penerbitan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan

2) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan dan penyampaian sebagaimana climaksud pada

ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal i"3

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut deng;an menggunakan SKRD/ Dokumen lain yanq; clipersamakan

Pasal 14

1) f{ctribusi yanq tcrut.rnr; haru:; ciilunasi sekaliqu:; tlinrukci

2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pernbi:yaran retribusi rjirrtur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

EAS TX

KFTENTUAN PIDAf{A

Fasal LS

wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyi: :;elrinqg.y;: nrerugikan
Keuangan Daerah di ancam pidana kurunqan palinq lama 6 (enam) bulan atau denca
paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang.

llndak pidana yang dimaksucl pada ayat (1) adalah pelanqgaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 16
(1) Pejabat pegawai negerr sipil tertentu clilingkungan pc'merintah Daerah cJiberi

wewenanq khusLts sebagai peyidik unluk melakukan penyidikkan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalanr Undang-undang nomor B

tahun 1981 tentang hukum acara pidana

(2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah :

a' Menerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti kekurangan atau laporan
berkenan dengan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keteranqun atau 

*'
laporan tersebut menjadi lengkap dan jefas.

b' Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang clilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah

c. Meminta kelererngan dan i:ahan bukti cjari oranq prihrrcli aleu lradan
sehubungan cleng.:n tindak pidana dibidanct Retribusi Daerah.

cl. Memerilcsa bukLt-buku, catatan-catatan clan cjokumcn-cJokumcn lain lterkenaarr

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

tl. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokurnen-dokumen lain, se-'fta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

f . Mcminta bantttan tenacl;i altli dal;rrn rarrqk;r Jrci,rl.rsln;ran tuqa:; prrryidikkan

tindak pidana clibidanq Retribusi L)acralr"

!l I'lnyuritlr bt:rlrcntt, tttelaranc; :icscordn.J rnrlnint.jqalkarrl .rt;tLj rLr;yriJ iit.tg ternpat
paclti saat Pi:rnt:ri['::;r.tn :;i:clanr} i;crl;nc;:;unqclirrt rncrnr.rik:;;i iilLtrifitas c;r;nq cl;rn

atau doltunlcn y;ir"rE cji bawa sebac;ainrarra dimak:;ucl pacla hurgi t:

It. Memotret seseorancj yanq r^brkeiitan cjenc;an tlnclak piclana Retrrirusi Daerah.
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L Memanggil orang untuk mendengar keterangannya rlan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor B tahun 19g1 tentanq
hukum acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1d
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten. Mukomuko.

Mukomuko
Desember 2OOs

UKO,

l.
k.

(1)

(7)

Talrun 20OS



i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diryriksa sebagai

tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan Lindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindnk pir.i;:il,,./
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat clipertanqgungjawabk;in

(3) Penyidik sebagainrana dimaksud pada ayat ( 1) rnemberitahukan climulainya

penyidikan dan rnenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai

dengan ketentuan yanq diatur cJalam Ljndanq-undanq Nomor [J tahun t981 tentang

hukum acara pidanl.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
. (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di f'lukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

BUPATI ?'IUKOMUKO,

-ftcl

ICHWAI{ YUNUS

Diundangkan di Mukornuko

Pada langgal 02 Januari 200ii

SEKRETARIS DAERA}I KABUPATEN MUKOMUK{)

tyt-d^-
Drs. SYAUKANI DAHARI
Pornbinan Ulama Muda NlP. 01008?18lj

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAl"lUN 2005 NOMOR : .11 SERI" c
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